BABYV
PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan

sehagal berikut -

1. Belanja penyelengoarasn pemerintah desa memiliki data maksimum sehesar
Rp 94818330 pada tabun 2020 vane terdapat pada Kabupaten TTS
sedangkan data munimum sebesar Rp 18.091.758 pada tahun 2018 vang
terdapat pada Kabupaten Sabu Rayua dengan mila rata-fata sebesar
1766295 Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa memubk: data
maksimum sebesar Rp 242.570.059 pada tahun 2019 vang terdapat pada
Eabupaten TTS sedanckan data minimum sebesar Rp 11.924.783 pada
tahun 2020 vang terdapat pada Kabupaten Mangoara: Timur dengan rata-
rata sebezar 18342 65 Belinja pembinaan kemasvarakatan memiliks data
maksimum sebesar Rp 16.792.452 pada tahun 2018 wvang terdapat pada
Kabupaten Eupans sedangkan data minimum sebesar Bp 1.234 752 pada
tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten Sabu Ratjua dengan rata-rata
sehesar 1544376, Belanja pemeberdayaan masyarakat Belanja pembinaan
kemasvarakatan memiliki data maksimum sebesar Rp 81.545.082 pada
tahun 2018 vang terdapat pada Kabupaten TTS sedangkan data mimmum
sebesar Bp 3,044,322 pada tahun 2018 vang terdapat pada Eabupaten Rote

MNdao dencan rata-rata sebesar 16638 81
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Secara parsial belanja penvelenggaraan pemerintah desa berpengamh positif
dan simimifikan  dan secara parsial belanja pembinasn kemasvarakata
berpengaruh negatit dan sigmifilcan

Secara stmultan belanja desa berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin
pada 21 kabupaten di Provins: Nusa Tenpgoara Timur,

Hasil uji koefisien determinan (RY), nilai adjusted R-Squared sebesar
0.075735, artinva sebesar 7.5% belanja desa bempengarub  dalam
menurunkan jumlah pendudok miskm, namun pemermtah perlu bermovasi
dalam menakan dana tersebut agar lebth efektif dalam pengetasan
kemikinan

Saran

Berdasarkan uraian, pembahasan dan kesimpulan dsatas, maka peneliti

memberi saran sebagai berikut ©

Pt

Pemermtah ataupun instansi terkan kedepannva diperlukan kesiapan desa
melaliol SDM, szlain o pemerintah juza perln melakukan pemantauan vang
lebih terarah dan berkesinambupngan kepada desa. dan perlu penguatan
koordinaz: dan konsolidasi serta  simergi terhadap  pelaksanaan
program/kegiatan dalam pembangunan desa agar setiap dana vang vang sudah
direalisasikan dapat diperounakan dengan baik apar dapat menekan jumiah
penduduk miskin

Pemerintah perlu meperhatikan dana pelaksanaan pembansunan serta
meningkatkannya agar bisa menckan jumiah penduduk miskim dan juga

pemerimtah perly menmkan dana pembinaan  kemasvarakatan  karena
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pembinnaan kemasyarakatan sangat berpengaruh dalam menurunkan jumlah
penduduk miskin
Penslitian  selamutnyva diharapkan agar menambah wvanabel lam yang

mendukung dalam menurunkan jumlah penduduk miskin
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